SALINAN

PUTUSAN
NOMOR : 012/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2020

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah
memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (legai
standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat
bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk mencrima, memeriksa, dan
memutus perkara @ quo, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk
mengajukan Permohonan dalam perkara ¢ gwo, Termohon memiliki kedudukan hukum fegal
standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara @ guo, dan jangka waktu pengajuan
permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima
dan membaca kescpakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 telah diadakan mediasi
sengkem informasi publik di Kantor Komusi informasi Provinsi Jawa Tengah, J1 Tri Lomba
Juang Nomor 18, Kota Semarang antara:

Nama :  Muhammad Budiono
Alamat : Jalan Pramuka nomor 27 Gedangan, RT 07 RW 06, Desa Boja,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
Terhadap
~ NamaBadan Publik  : Kepala Desa Boja

Alamat Badan Publik  : Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
Yang sclanjutnya discbut sebagai TERMOHON, didampingi oleh Kuasa Hukum Wahyu
Hidaya!, SHMH, Nur Fuad, SHM.H, Sugeng Titis Guritno, S.sos, Rusliana S H, Bekti Retna

Nomor : 180/1565/2020 tanggal 5 Agustus 2020
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Bahwa Permohonan informasi yang diajukan Pemohon sejumlah 69 dokumen telah
diverifikasi dan diklasifikasikan bersama oleh Para pihak sebagai informasi berupa :

RAPBDes, APBDes, APBDes Perubahan Tahun 2017, 2018, 2019:

Salinan LPPD yang disampaikan kepada Bupati 2017, 2018, 2019:

Salinan LKPD yang disampaiakan kepada BPD 2017, 2018, 2019;
Mdanimwmblmbmpndmmmmmpmm—
undangan 2017, 2018, 2019;

Pengelolaan asset desa atau daflar asset 2017, 2018, 2019:

Penerima bantuan masyarakat miskin di desa Boja 2017, 2018, 2019:

LHKPN Kepala Desa;

Risalah Rapat 2017, 2018, 2019;
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Bahwa informasi yang dapat di berikan oleh Termohon ialah meliputi Salinan -

- RAPBDes, APBDes, APBDes Perubahan Tahun 2017, 2018, 2019;
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2. LPPD yang disampaikan kepada Bupati 2017, 2018, 2019:
3. LKPD yang disampaikan kepada BPD 2017, 2018, 2019:
4

. Mmmbm,kmmdmmmmmpmnhng—
undangan 2017, 2018, 2019;
Pengelolaan asset desa atau dafiar assct 2017, 2018, 2019;

6. Daftar masyarakat pra scjahtera penerima bantuan pemerintah berupa Rumah Tidak

Layak Hum (RTLH) Tahun 2017, 2018, 2019:

Bahwa informasi mengenai [ HKPN tidak dapat dipenuhi karena Termohon bukan
merupakan Pcjabat Negara yang wajib melaporkan LHKPN
Salinan dokumen Tahun 2017 - 2018 sebagmmana pasal 2 diatas skan diberikan selambat-
lambatnya 14 (cmpat belas ) hari kerja scjak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;
Salinan dokumen Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? diatas diberikan oleh
Termohon setelah Pemerintah Desa mendapatkan hasil audit dalam bentuk LHP Bupari
selambat — lambatnya bulan Desember 2020, apabila hingga bulan Desember belum ada
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditandatangani Bupati maka akan diberikan 1 (satu)
minggu setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

yang diperoleh disampaikan kepada pemerintah Desa atas permohonan Kepala Desa
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Biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon. e OF. _
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Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dengan sccara tertulis pada tanggal 19 Agustus
2020 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Slamet Haryanto, SH.M.H selaku Mediator
dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Slamet
Harvanto, SH M. H sclaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa
Komis: Informasi™
Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa-
(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani
penyclesaian sengketa melalui Panitera pengganti umtuk dikuatkan menjadi putusan;
(2) Kesepakatan mediasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Memutus:

Memenntahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana
tertuang dalam kesepakatan a quo.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Majelis Komisioner Drs.
Sosiawan selaku ketua merangkap anggota, Zainal Abidin Petir, SPd, SH.M H dan Slamet
Haryanto, S.HM.H masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan didampingi
oleh Claudia Kissa Devvi, SH sebagai Panitera Penppanti dan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.

Ketua Majelis
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i Drs. Sosinwan Anggota Majelis
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Panitera Pengganti
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Clandia Kissa Devvi, SH
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Slamet Haryanto, SH.M.H
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Termohon
dan Knasa Hukom
: 1. Sh-dmafbphhuannja
‘ 2. Rusliana S.H
Muhammad Budiono 3. Bekti Retna Mustikasari, S.STP

Mediator,

to, SH.ML.H



